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Saya (NabiUa Noviyana, 151510713068) menyatakan bahwa: 

1. Laporan Tugas Akhir saya ini asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, 

dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan 

merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarisme) dari karya orang 

lain. 

2. Dalam laporan Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah 

ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan 

dicantumkan dalam daftar kepustakaan. 

3. Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya dan apabila di kemudian 

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pemyataan ini, maka 

saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah 

yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan 

norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga Surabaya. 

IV 

Surabaya, 08 Juni 2018 

Nabilla Noviyana 

(151510713068) 
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1.1 Latar Belakaog 

BABI 

PENDAHULUAN 

Perkembangan negara Indonesia ditinjau dari segi ekonomi tampak 

mengalami peningkatan. Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) 

menyampaikan, realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 lanuari 2018 

sebesar RplOl,4 triliun atau meningkat 14,7% dibanding tahun lalu. Sedangkan 

defisit negara 0,25%, lebih rendah jika dibanding tahun lalu yang mencapai 

0,33%. Disamping itu, penerimaan pajak di bulan lanuari 2018 tercatat sebesar 

Rp78,94 triliun ata~ tumbuh 11,17%. Angka pertumbuhan yang double-digit ini 

merupakan pertumbuhan tertinggi dalam empat tahun terakhir. Penerimaan Bea 

dan Cukai juga mengalarni pertumbuhan hingga 16,9% dibanding tahun lalu. Ini 

merupakan angka pertumbuhan tertinggi dalam kurun enam tahun terakhir. 

(https:/ Iwww.kemenkeu.go.idlpublikasilberitalmenkeu-perkembangan-dan­

realisasi -apbn-20 18-meningkaU). 

Perekonomian nasional tabun 2018 akan dipengaruhi oleh perkembangan 

ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan 

yang terbatas. Dengan memperhatikan seluruh dinamika dan tantangan yang 

dihadapi, maka Pemerintab merencanakan indikator ekonomi makro tabun 2018 

sebagai dasar penyusunan RAPBN tabun 2018. Pada tahun 2018, Kementerian 

Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2018 mengemban 

amanah target penerimaan pajak sebesar Rp 1.618,1 Triliun. Angka ini melejit 

9,9% dibandingkan tabun 2017 yang terpatok sebesar Rp 1.472,7 Triliun. 

Dari penerimaan perpajakan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri 

mengemban amanah sebesar Rp1.385,9 Triliun, sedangkan Direktorat lenderal 

Bea Cukai (DJBC) sebesar Rp 194, 1 Triliun. Artinya, Direktorat Jenderal Pajak 

harus bekeIja ekstra dalam mengejar tambahan Rp 144,1 Triliun dari target 

penerimaan pajak pada tahun 2017. Terlebih pada tahun 2017, realisasi 
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penerimaan pajak baru tercapai 91%. Dengan demikian, dibutuhkan usaha yang 

lebih keras lagi dari Direktorat lenderal Pajak. 

(http://www.pajak.go.id/article/naik-jadi-16181-triliun-ini-lima-jurus-pajak-20 18). 

Dengan realisasi penenmaan tersebut, pemerintah diharapkan 

mengembangkan pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik. Seperti 

pendidikan, lapangan kerja, maupun fasilitas-fasilitas umum untuk kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat. Sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran semakin 

berkurang dari tahun ke tahun. 

Selain penerimaan dari pajak, pendapatan dalam negeri juga didapat dari 

penerimaan bukan pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain meliputi 

Penerimaan Sumber Daya Alam, Pendapatan Laba BUMN, Pendapatan Badan 

Layanan Umum, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya. Namun 

penerimaan tersebut tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga satu­

satunya pendapatan dalam negeri yang bisa diandalkan adalah penerimaan dari 

pajak. Oleh karena itu, begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

memaksimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran negara. 

1.2 LandasanTeori 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

selanjutnya disebut UU KUP yang berbunyi "Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk kepeduan negara bagi sebesar-besamya kemakmuran 

rakyat". Dengan demikian bahwa pajak bersifat memaksa bagi setiap orang 

pribadi atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun tidak ada 

imbalan secara langsung. 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur Pajak 

Penghasilan dijelaskan bahwa "Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak". 
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Dalam Pasal 2 ayat 1 (satu) menyebutkan yang menjadi subjek Pajak Penghasilan 

adalah : 

a. (1) Orang Pribadi; 

(2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak; 

b. Badan; dan 

c. Bentuk Usaha Tetap. 

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 (satu) yang berbunyi "Yang menjadi objek pajak 

adalah penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nanla dan dalam bentuk apa pun". 

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut 

bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin 

dan pembangunan. 

Penghasilan atas wajib pajak tersebut untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

Wajib Pajak Badan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi penghasilan yang diperoleh 

hams dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Termasuk atas harta 

dan kewajibanlhutang yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Untuk mengetahui atas 

harta dan kewajibanlutang tersebut apakah termasuktambahan penghasilan Wajib 

Pajak dapat dilakukan proses pemeriksaanlverifikasi sesuai dengan ketentuan 

pajak yang berlaku. Apabila Wajib Pajak belum melaporkan harta dan 

kewajibanlhutang dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada saat harta dan 

kewajiban/hutang tersebut diperolehmaka Wajib Pajak dapat melakukan 

pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut. Atas pembetulan SPT 

Tahunan PPh Orang Pribadi dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) dan (4) UU KUP 

yaitu sebagai berikut : (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat 

membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan pemyataan tertulis, dengan syarat Direktur lenderal Pajak belum 

I ! 
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melakukan tindakan pemeriksaan ; (4) Walaupun Direktur lenderal Pajak telah 

melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 

menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat 

mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat 

Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang 

dapat mengakibatkan : 

a. Pajak-pajak yang masih hams dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; 

b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; 

c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau 

d. lumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan 

tetap dilanjutkan. 

Dalam proses verifIkasi tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 (empat) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 bahwa 

"VerifIkasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban 

subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan 

permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang 

dimiliki atau diperoleh Direktur lenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat 

ketetapan pajak, menerbitkanlmenghapus Nomor Pokok Wajib Pajak danlatau 

mengukuhkanlmencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak". Sehingga atas hasil 

verifIkasi tersebut dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. 

Surat Ketetapan Pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil 

(SKPN). Dalam Pasal 13 ayat 1 (satu) bagian (a) UU KUP dijelaskan bahwa 

"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau 

berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur 

Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal 

sebagai berikut : a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 

pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar". Berdasarkan Pasal tersebut bahwa 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan atas hasil pemeriksaan 

atau keterangan lain. 
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Dalam praktiknya seringkali Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak berdasarkan proses verifIkasi sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 tidak menjelaskan adanya proses verifIkasi dalam menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak. Oleh karena itu, pada tahun 2013 Mahkamah Agung Republik 

Indonesia melakukan peninjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2011 terse but. Atas dasar peninjauan tersebut Mahkamah Agung menyatakan 

kesimpulan dalam Putusan Nomor 73 PlHUMl2013 bagian IV bahwa mengenai 

proses "verifIkasi" bertentangan atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan Pasal 

12 ayat (3) jo Pasal 29 UU KUP yang mengatur mengenai pemeriksaan. 

Sehingga Mahmakah Agung memutuskan atas hasil verifIkasi tersebut tidak sah 

dan tidak mengikat. 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut diterbitkan karena ada 

perbedaan perhitungan antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak yang 

menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Apabila Wajib Pajak 

tidak setuju dengan hasil perhitungan Direktorat Jenderal Pajak, maka Wajib 

Pajak dapat mengajukan keberatan. Dalam Pasal 25 ayat 1 (satu) UU KUP 

menegaskan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Direktur Jenderal Pajak atas suatu : 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; 

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau 

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

9/PMK.03/2013 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.0312015 

Keberatan diajukan dengan syarat : 

a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
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b. Wajib Pajak mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak 

yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib 

Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan; 

c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 

1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak; 

d. Wajib Pajak te1ah me1unasi pajak yang masih hams dibayar paling sedikit 

sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan 

disampaikan; 

e. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal: 

1) surat ketetapan pajak dikirim; atau 

2) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, 

kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak 

dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak; 

f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat 

Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut 

harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang KUP; dan 

g. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 Undang-Undang KUP. 

langka waktu pengajuan Keberatan adalah : 

a. Untuk Surat Keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, yaitu 3 (tiga) 

bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak 

dilakukan pemotonganlpemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan 

diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak. 

b. Untuk Surat Keberatan yang disampaikan melalui Kantor Pos, yaitu 3 bulan 

dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak 

dilakukan pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal 

tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro. 

Salah satu hasil dari proses verifikasi yang dilakukan Direktorat lenderal 

Pajak adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Surat 
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Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jurnlah pajak yang 

masih harus dibayar. Dalam Pasal 27 ayat 1 (satu) UU KUP dijelaskan apabila 

wajib pajak masih belurn puas dengan keputusan atas permohonan keberatan yang 

disampaikan ke KPP, wajib pajak masih dapat melanjutkan upaya hukurn yaitu 

mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 1 

angka 6 (enam) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 

bahwa "Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak 

atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakaan yang berlaku". Dalam 

Pasal27 ayat 3 (tiga) UU KUP, syarat permohonan banding yaitu : 

a. Tertulis dalam Bahasa Indonesia; 

b. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan 

diterima; 

c. Alasan yang jelas; 

d. Dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan. 

PT Multi Utama Consultindo, tempat dimana Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

dilaksanakan, merupakan perusahaan yang mempunyai salah satu klien yaitu Tuan 

Ahmad sebagai pemegang saham pada PT ABC. PT ABC tersebut mempunyai 

beberapa anak cabang, dimana dalam beberapa anak cabang tersebut terdapat 

kepemilikan saham atas Tuan Ahmad. Pada Tahun 2009 Tuan Ahmad mempunyai 

harta berupa pemilikan saham pada PT ABC, PT A, PT B dan PT C diperoleh 

melalui pinjaman dari PTABC. Saat pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 

tahun pajak 2009 atas harta tersebut belurn dilaporkan sehingga tidak terlihat 

adanya penambahan harta berupa pernilikan saham pada perusahaan-perusahaan 

tersebut. Penambahan harta ini oleh Verifikator dianggap surnber penghasilan 

yang merupakan objek pajak penghasilan yang bel urn dilaporkan oleh Wajib 

Pajak. Wajib Pajak telah menjelaskan bahwa sumber pendanaan pembelian 

saham-saham dimaksud berasal dari pinjaman dari PT ABC sebesar Rp 

7.500.000.000. Surat Perjanjian hutang piutang antara PT ABC dan Wajib Pajak 
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telah diserahkan kepada tim VerifIkator pada saat verifIkasi dilaksanakan. Dengan 

demikian maka sumber pendanaan perolehan pemilikan saham-saham tersebut 

telah dapat dijelaskan dan seharusnya tidak memiliki dampak adanya penghasilan 

Wajib Pajak yang belum dilaporkan yang menjadi objek pengenaan pajak 

penghasilan. Dengan demikian bahwa Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan 

yang merupakan objek pajak penghasilan yang belum dilaporkan pada tabun 

2009. 

Pada Tahun 2012, tim VerifIkator melakukan analisis daftar harta tahun 2008, 

2009 dan 2012. Dari daftar harta yang terdapat pada lampiran SPT Tahunan PPh 

Orang Pribadi tabun 2012 diketahui adanya pemilikan saham atas PT D, PT E dan 

PT F yang dinyatakan dimiliki sejak tabun 2009 namun pada SPT Tahunan Orang 

Pribadi tahun 2009 temyata belum dilaporkan. Pemilikan saham yang seharusnya 

dilaporkan di dalam SPT Tahunan Orang Pribadi 2009 tersebut dianggap oleh 

Verifikator sebagai tambahan harta sebagai indikasi adanya sumber penghasilan 

yang merupakan objek pajak dan belum dilaporkan pada tahun 2009 sehingga 

dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarifyang berlaku. Tuan Ahmad telah 

menyampaikan kepada VerifIkator bahwa SPT Tahunan Orang Pribadi tabun 

2012 atas nama Wajib Pajak telah dilakukan pembetulan dimana salah satu 

pembetulan tersebut adalah pencantuman pemilikan saham atas PT D, PT E dan 

PT F dengan total nilai Rp 1.386.000.000. Seharusnya Tuan Ahmad juga 

melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009, namun 

sebelum pembetulan tersebut dilakukan, telah dilaksanakan verifIkasi oleh KPP 

Pratama Surabaya Sawahansehingga pembetulan tidak dapat dilakukan lagi. 

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa sumber pendanaan untuk 

memperoleh saham pada perusahaan-perusahaan dimana Wajib Pajak memiliki 

bagian kepemilikan, terutama diperoleh dari hutang kepada PT ABC. Dengan 

demikian maka sumber pendanaan perolehan pemilikan saharn-saham tersebut 

telah dapat dijelaskan dan seharusnya tidak memiliki dampak adanya penghasilan 

Wajib Pajak yang belum dilaporkan dan menjadi objek pengenaan pajak 

penghasilan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Wajib Pajak tidak 

memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang belum 
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dilaporkan pada tahun 2009 terutama dari hasil analisis pemilikan saham 

berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2012 atas saham padaPT D, PT E 

dan PTF. 

Atas penjelasan Wajib Pajak tersebut, Direktorat lenderal Pajak tetap 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Tuan Ahmad. 

Atas SKPKB tersebut Tuan Ahmad mengajukan keberatan, namun pengajuan 

keberatan tersebut ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karen a tidak 

disertai alasan yang jelas. Sehingga Tuan Ahmad melanjutkan ke upaya hukum 

selanjutnya yaitu banding. Kasus ini ditinjau dari segi Perpajakan, oleh sebab itu 

judul Laporan Tugas Akhir ini adalah "Upaya Banding Atas Hasil Verifikasi 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi (Studi Kasus Di PT Multi Utama Consultindo)". 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akbir 

Adapun tujuan penyusunan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut : 

a. Memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh sebutan 

Ahli Madya (A.Md) Perpajakan dari Fakultas Vokasi Universitas 

Airlangga. 

b. Mengetahui permasalahan yang terjadi serta penanganan penyelesaian 

pada aspek perpajakan terkait upaya keberatan dan banding atas Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan. 

c. Mengetahui kronologi permasalahan serta dokumen-dokumen pendukung 

yang dibutuhkan dalam proses keberatan dan banding. 

d. Mempelajari pelaksanaan sistem perpajakan secara luas sesuai dengan 

Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir 

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan tugas akhir bagi beberapa 

pihak terkait, diantaranya : 

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga
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1. Bagi PenuUs 

a. Sebagai penerapan ilmu perpajakan yang diperoleh selama menempuh 

pendidikan di Program Studi Dill Perpajakan Fakultas Vokasi Univesitas 

Airlangga. 

b. Mengetahui secara lang sung permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak 

mengenai perpajakan. 

c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur pengajuan 

keberatan dan banding oleh Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar (SKPKB). 

d. Menyajikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam dunia perpajakan 

khususnya mengenai keberatan dan banding. 

2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

a. MenjaIin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan 

PT Multi Utama Consultindo. 

b. Memberikan tambahan referensi dan literatur di bidang perpajakan bagi 

mahasiswa Universitas Airlangga 

3. Bagi PT. Multi Utama Consultindo 

Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama baik bersifat akademis dan non 

akademis antara PT Multi Utama Consultindo dengan Fakultas Vokasi 

Universitas Airlangga khususnya Program Studi DIll Perpajakan. 

4. Bagi Pembaca 

a. Sebagai gambaran dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sejenis 

di waktu yang akan datang daIam bidang perpajakan. 

b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan terkait 

prosedur keberatan dan banding. 

c. Menambah bahan acuan dan literatur bagi pembaca yang membutuhkan. 
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1.5 Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir 

1) Objek Tugas Akhir 

Bidang : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Topik : "Upaya Banding Atas Hasil Verifikasi Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi (Studi Kasus PT Multi Utama Consultindo )". 

2) Subjek Tugas Akhir 

Salah satu klien di PT Multi Utama Consultindo atas nama Tuan Ahmad 

yang menjadi seorang Komisaris dan Pemegang saham pada PT ABC. 

3) Jadwal Kegiatan Tugas Akhir 

Dilaksanakan selama 105 (seratus lima) hari, mulai tanggal 23 Februari 

2018 sampai dengan 07 Juni 2018. 

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga
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NO 

1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 

N ...... 

Tabel1.1 

Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir (T A) 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

Tabun 2017-2018 

DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEl 
KEGIATAN 2017 2018 2018 2018 2018 2018 

12 J-~ 1 I. j 4 1 ~ jf 4 T7 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Perkuliahan TA 15 Februari - 5 April 2018 

Pembagian Dosen Pembimbing 20 

Penyusunan dan 
23 Februari - 25 Mei 2018 Bimbingan Laporan T A 

Penyerahan Proposal Laporan T A 5 

Bimbingan Laporan T A lanjutan 9 Maret - 26 Mei 2018 

Penyerahan Laporan T A 

Ujian Lisan 

Penyerahan Revisi Laporan Akhir 
TA 

JUNI 
2018 

1 2 3 4 

8 

28 

Sumber: Sural Edaran Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun 2017-2018 

JULI 
2018 

1 2 4 

4 
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BAB2 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.1 Gambaran Umum 

PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan 

distribusi barang konsumsi. PT ABC mendistribusikan produksinya tersebut ke 

beberapa tempat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, PT ABC memiliki 

beberapa anak perusahaan di seluruh Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya. 

Dengan perkembangan perusahaan yang sangat pesat ini tidak lupa atas hasil kerja 

keras beberapa pegawai maupun staf yang ada. Mulai dari Direktur, Komisaris, 

maupun beberapa pegawai dan staf lainnya. Termasuk Tuan Ahmad yang 

merupakan komisaris dan pemegang saham di PT ABC. Dengan peran penting 

Tuan Ahmad dalam perusahaan, PT ABC memberikan kepercayaan kepada Tuan 

Ahmad dengan memberikan pinjaman berupa hutang piutang. Atas pinjaman 

hutang piutang yang telah diberikan, Tuan Ahmad menambah kepemilikan saham 

pada PT ABC dan beberapa anak perusahaannya Dengan adanya penambahan 

harta berupa saham, Direktorat lenderal Pajak menganggap atas harta berupa 

saham tersebut merupakan objek pajak penghasilan dan harns dilaporkan dalam 

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tetapi Tuan Ahmad tidak melaporkan 

harta berupa saham terse but karena menganggap bahwa harta tersebut berasal dari 

pinjaman hutang piutang. Karena terdapat perbedaan pendapat atas harta berupa 

saham maka terjadi sengketa perpajakan antara Tuan Ahmad dengan Direktorat 

lenderal Pajak. Sengketa perpajakan tersebut dimulai dari adanya proses 

verifIkasi, penerbitan SKPKB, dan berlanjut pada proses keberatan dan banding. 

2.2 Deskripsi Laporan Tugas Akhir 

Laporan Tugas Akhir ini membahas mengenai sengketa perpajakan yang 

terjadi antara Tuan Ahmad dan Direktorat lenderal Pajak. Sengketa perpajakan 

terse but dimulai dari proses verifikasi, penerbitan SKPKB, dan berlanjut pada 

proses keberatan dan banding. Tuan Ahmad merupakan komisaris dan pemegang 

l3 

/ 
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saham pada PT ABC. Selama ini Tuan Ahmad selalu melaksanakan kewajiban 

perpajakan dengan baik. Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara Tuan 

Ahmad dan Direktorat Jenderal Pajak maka terjadi sengketa perpajakan yang 

berakhir pada proses banding. 

2.3 Pembahasan 

Tuan Ahmad sebagai pemegang saham pada PT ABC. PT ABC terse but 

mempunyai beberapa anak cabang, dimana dalam beberapa anak cabang tersebut 

terdapat kepemilikan saham atas Tuan Ahmad. Pada Tahun 2009 Tuan Ahmad 

mempunyai harta berupa pemilikan saham pada PT ABC, PT A, PT B dan PT C 

diperoleh melalui pinjaman dari PT ABC. Saat pelaporan SPT Tahunan PPh 

Orang Pribadi tahun pajak 2009 atas harta tersebut belum dilaporkan sehingga 

tidak terlihat adanya penambahan harta berupa pemilikan saham pada perusahaan­

perusahaan tersebut. Penambahan harta ini oleh Verifikator dianggap sumber 

penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang belum dilaporkan oleh 

Wajib Pajak. Wajib Pajak telah menjelaskan bahwa sumber pendanaan pembelian 

saham-saham dimaksud berasal dari pinjaman dari PT ABC sebesar Rp 

7.500.000.000. Surat PeIjanjianhutang piutang antara PT ABC dan Wajib Pajak 

telah diserahkan kepada tim Verifikator pada saat verifikasi dilaksanakan. Dengan 

demikian maka sumber pendanaan perolehan pemilikan saham-saham tersebut 

telah dapat dijelaskan dan seharusnya tidak memiliki dampak adanya penghasilan 

Wajib Pajak yang belum dilaporkan yang menjadi objek pengenaan pajak 

penghasilan. Dengan demikian bahwa Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan 

yang merupakan objek pajak penghasilan yang belum dilaporkan pada . tahun 

2009. 

Pada Tahun 2012, tim Verifikator melakukan anal isis daftar harta tahun 2008, 

2009 dan 2012. Dari daftar harta yang terdapat pada lampiran SPT Tahunan PPh 

Orang Pribadi tahun 2012 diketahui adanya pemilikan saham atas PT D, PT E dan 

PT F yang dinyatakan dimiliki sejak tahun 2009 namun pada SPT Tahunan Orang 

Pribadi tahun 2009 temyata belum dilaporkan. Pemilikan saham yang seharusnya 

dilaporkan di dalam SPT Tahunan Orang Pribadi 2009 tersebut dianggap oleh 

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Tugas akhir Upaya banding atas.... Nabila N



15 

VerifIkator sebagai tambahan harta sebagai indikasi adanya sumber penghasilan 

yang merupakan objek pajak dan belum dilaporkan pada tabun 2009 sehingga 

dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku. Tuan Ahmad telah 

menyampaikan kepada VerifIkator bahwa SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 

2012 atas nama Wajib Pajak telah dilakukan pembetulan dimana salah satu 

pembetulan tersebut adalah pencantuman pemilikan saham atas PT D, PT E dan 

PT F dengan total nilai Rp 1.386.000.000. Seharusnya Tuan Ahmad juga 

melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tabun 2009, namun 

sebelum pembetulan tersebut dilakukan, telah dilaksanakan verifikasi oleh KPP 

Pratama Surabaya Sawahansehingga pembetulan tidak dapat dilakukan lagi. 

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa sumber pendanaan untuk 

memperoleh saham pada perusahaan-perusahaan dimana Wajib Pajak memiliki 

bagian kepemilikan, terutama diperoleh dari hutang kepada PT ABC. Dengan 

demikian maka sumber pendanaan perolehan pemilikan saham-saham tersebut 

telah dapat dijelaskan dan seharusnya tidak memiliki dampak adanya penghasilan 

Wajib Pajak yang belum dilaporkan dan menjadi objek pengenaan pajak 

penghasilan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Wajib Pajak tidak 

memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang belum 

dilaporkan pada tahun 2009 terutama dari hasil analisis pemilikan saham 

berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2012 atas saham pada PT D, PT E 

dan PT F.Kronologi kasus yang terjadi akan dijelaskan melalui Gambar 2.1 dan 

rincian-rincian sebagai berikut : 
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J I TuanAhmad Butane. PTABC 
"I 

I 
H PTA J 

H PTB J 

H PTC I 

H PTD I 
Lapor 

SPT H PTE I 

Y PTF J 
....... SPTTahunan Tidak melampirkan 

~ 
2009 harta berupa saham 

1 
Pembetulan SPT j l Ditolak KPP J 

SPT Tahunan Melampirkan harta 
-" 2012 t--- berupa saham PT D, 

PTE danPTF 

~ Verifikasi J 
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SKPKB 

Keberatan 

Surat 
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DitolakKPP 

Banding 
Diterima 

Sumber : Data Internal Tuan Ahmad (telah diolah kembali) 

Gambar2.1 

Bagan Kronologi Kasus Tuan Ahmad 
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2.3.1 Kronologi Kasus 

Upaya hukum yang dilakukan oleh Tuan Ahmad dalam kasus perpajakannya 

terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Perolehan Pinjaman 

Wajib Pajak memperoleh pinjaman hutang piutang yang didapat dari 

Direktur PT ABC. Karena Wajib Pajak merupakan Komisaris dan 

Pemegang Saham maka dapat memperoleh pinjaman tersebut. Pinjaman 

tersebut ditegaskan dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 

31 Desember 2011. 

2. Perolehan Saham 

Wajib Pajak memperoleh saham pada PT ABC, PT A, PT B, PT C, PT D, 

PT E dan PT F didapat dari pinjaman hutang kepada PT ABC sebesar Rp 

7.500.000.000. Atas pinjaman hutang piutang tersebut telah tertera dalam 

Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Wajib Pajak dengan PT ABC. 

3. Pelaporan SPT 

Saham yang diperoleh Wajib Pajak pada beberapa perusahaan tersebut 

tidak disampaikan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009. 

Sedangkan atas saham dari PT D, PT E dan PT F telah disampaikan oleh 

Wajib Pajak dalam Pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 

2012. Atas saham yang tidak disampaikan dalam pelaporan SPT Tahunan 

PPh Orang Pribadi tahun 2009 dianggap pemeriksa sebagai tambahan 

penghasilan Wajib Pajak. 

4. Pembetulan SPT 

Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang 

Pribadi tahun 2009. Atas SPT pembetulan tersebut telah disampaikan ke 

KPP Pratama Surabaya Sawahan tetapi SPT tersebut ditolak dan tidak 

disetujui oleh AR (Account Representative), walaupun telah diberi 

penjelasan dan bukti alasan pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 

tahun 2009, sehingga pada akhirnya dilaksanakan verifIkasi oleh KPP 

Pratama Surabaya sehingga pembetulan tidak dapat dilakukan lagi. 

5. Proses Verifikasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009 
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a) Tuan Ahmad tidak menyampaikan harta berupa saham pada SPT 

Tahunan 2009. 

b) Tim Verifikator melakukan analisis daftar harta tahun 2008, 2009 dan 

2012. Dalam analisis tersebut Tuan Ahmad hanya menyampaikan 

harta berupa saham dalam SPT Tahunan 2012 yang terdapat pada PT 

D, PT E dan PT F. 

c) Atas saham tersebut dianggap oleh tim Verifikator sebagai tambahan 

harta sebagai indikasi adanya sumber penghasilan yang merupakan 

objek pajak dan bel urn dilaporkan pada tahun 2009 

sehinggadikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang 

berlaku. 

d) Tuan Ahmad menjelaskan bahwa SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 

2012 telah dilakukan pembetulan dimana salah satu pembetulan 

tersebut adalah pencantuman pemilikan saham atas PT D, PT E dan 

PT F. Seharusnya Wajib Pajak melakukan pembetulan pula atas SPT 

Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009, namun sebelurn pembetulan 

terse but dilakukan, telah dilaksanakan verifikasi oleh KPP Pratama 

Surabaya Sawahansehingga pembetulan tidak dapat dilakukan lagi. 

e) Tim Verifikator menyampaikan surat undangan untuk Klarifikasi ke-

1 Data Wajib Pajak 

Tanggal : 04 Juni 2014 

Nomor : S-6126/WPJ.IllKP.0609/2014 

Perihal 

tahun 2009 

: Klarifikasi ke- 1 Data SPT PPh Orang Pribadi 

f) Tim Verifikator menyampaikan surat undangan untuk Klarifikasi ke-

2 Data Wajib Pajak 

Tanggal 

Nomor 

Perihal 

tahun 2009 

: 07 November 2014 

: S-10672IWPJ.111KP.0609/2014 

: Klarifikasi ke- 2 Data SPT PPh Orang Pribadi 

g) Surat panggilan untuk proses Verifikasi 
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Tanggal 

Nomor 

Perihal 

: 13 November 2014 

: S-11428IWPJ.111KP.0609/2014 

: Panggilan Dalam Rangka VerifIkasi 

h) Pemberitahuan Hasil VerifIkasi 

Tanggal : 20 November 2014 

Nomor 

Perihal 

: S-11519IWPJ.111KP.060912014 

: Pemberitahuan Hasil VerifIkasi 

Dalam pemberitahuan hasil verifIkasi dijelaskan bahwa menurut Tim 

VerifIkator atas saham Wajib Pajak merupakan tambahan penghasilan 

dan hams dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 

2009, karena Wajib Pajak tidak melaporkan dalam SPT Tahunan 

Orang Pribadi tahun 2009 sehingga ditemukan adanya Kurang Bayar 

atas pelaporan tersebut. 

i) Pembahasan Akhir Hasil VerifIkasi 

Tanggal : 20 November 2014 

Nomor : S-11520IWPJ.1l1KP.060912014 

Perihal : Pembahasan Akhir Hasil VerifIkasi 

Tim VerifIkator menjelaskan beberapa temuan dalam proses 

VerifIkasi dalam TabeI2.2. 

j) Tim Veriftkator menetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tanggal : 03 Desember 2014 

Nomor : 000031205/09/614/14 

lsi : Berdasarkan perhitungan Tim VerifIkator maka 

terdapat Kurang Bayar sebesar Rp 2.855.364.000. 

6. Mengajukan keberatan atas SKPKB 

a) Pengajuan Keberatan 

Tanggal : 10 Februari 2015 

Nomor SKPKB : Nomor 0031205/091614/14 Tanggal 03 Desember 

2014 

Hal Pengajuan keberatan atas SKPKB sebesar Rp 

2.855.364.000 
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b) Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi 

Tanggal : 21 Desember 2015 

Nomor : S-138611WPJ.l1/2015 

c) Panggilan dalam rangka Pembahasan dan Klarifikasi 

Tanggal : 21 Desember 2015 

Nomor : S-13862IWPJ.l1l2015 

d) Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi 

Tanggal : 14 Januari 2016 

Nomor : NOM OR BA-lWPlIIIBD.06/2016 

e) Keputusan Keberatan 

Tanggal : 05 Februari 2016 

Rincian : Keberatan ditolak 

Produk Hukum : KEP-00003IKEBIWP J .1112016 

7. Pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak 

21 IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Tugas akhir Upaya banding atas.... Nabila N



C'l 
C'l 

No. 
Urut 
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Tabel2.1 

Daftar Temuan Pemeriksaan 

POS-POS YANG DIKOREKSI JUMLAH 
KOREKSI 

Pajak Penghasilan 
A. Materi I : Kepemilikan saham pada PT ABC, PT A, 
PTB, PTC 
Menurut SPT WP Rp 3.435.000.000 
Menurut Verifikator Rp 8.480.000.000 
Koreksi Rp 5.045.000.000 

B. Materi II Hasil perbandingan harta tahun 2009 dengan 
tahun 2010 
Menurut SPT WP -
Menurut Verifikator Rp 1.386.000.000 
Koreksi Rp 1.386.000.000 

---------

DASAR DILAKUKAN KOREKSI 

1. WP menunjukkan hutang piutang 

2. WP tidak dapat menunjukkan arus kas 
ketika menerima hutang 

3. WP tidak dapat menunjukkan arus kas 
ketika melakukan penambahan setoran 
modal 

4. SPT WP tidak melaporkan adanya 
hutang ke PT ABC 

5. SPT PPh Badan PT ABC tidak 
melaporkan adanya piutang ke WP 
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2.3.2 Upaya Banding Tuan Ahmad ke Pengadilan Pajak 

A. Sidang Banding Pertama : 11 November 2016 

Ookumen Pendukung : 

1. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Wajib Pajak dan PT ABC; 

2. Laporan Keuangan PT ABC tabun 2009 ; 

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor : 

003/205/09/614114 T anggal 03 Oesember 2014, rinciannya terdapat pada 

TabeI2.2. 

Uraian 

Peredaran 

UsahaIPenghasilan Bruto 

Harga Pokok Penjualan 

LabaBruto 

Penguran penghasilan bruto 

atau Biaya Usaha 

Penghasilan Neto Oalam 

Negeri 

Penghasilan Neto ON 

Lainnya 

a.Penghasilan dari luar 

usaha 

b.Penghasilan 

jasaipekerjaan bebas 

c.Penghasilan sehubungan 

Tabel2.2 

SKPKB 

Semula Ditambahl 

Menurut SKP (Dikurangi) 

289.358.000 0 

173.620.800 0 

115.747.200 0 

0 0 

115.747.200 0 

99.379.192 0 

0 0 

319.000.000 0 

Menjadi 

Menurut 

WP 

289.358.000 

173.620.800 

115.747.200 

0 

115.747.200 

99.379.192 

0 

319.000.000 
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dengan pekerjaan 

d.Lain-lain 6.431.000.000 (6.431.000.000) 0 

Jumlah Penghasilan Neto 6.965.126.392 (6.431.000.000) 534.126.392 

Penghasilan Tidak Kena 17.160.000 0 17.160.000 

Pajak (PTKP) 

Penghasilan Kena Pajak 6.947.966.392 (6.431.000.000) 516.966.392 

PPh Terutang 2.029.389.800 (1.929.300.000) 100.089.800 

Kredit Pajak: 

a.PPh Pasal21 45.450.000 0 45.450.000 

b.PPh Pasal 25 4.872.000 0 4.872.000 

c. PPh Pasa! 29 49.757.800 0 49.757.800 

d.Jumlah Pajak yg dapat 100.089.800 0 100.089.800 

dikreditkan 

J umlah PPh yang kurang 1.929.300.000 (1.929.300.000) 0 

bayar 

Sanksi Administrasi Bunga 925.054.000 (925.054.000) 0 

Pasal13(2) KUP 

Jumlah PPh yang masih 2.855.364.000 (2.855.364.000) 0 

harus dibayar 

Sumber : Data Internal Tuan Ahmad 
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Pada tabel tersebut terdapat koreksi positif antara perhitungan Wajib Pajak 

dengan tim Verifikator. Koreksi positif tersebut adalah penghasilan lain-lain yang 

didapat oleh Wajib Pajak. Menurut tim Verifikator penghasilan lain-lain tersebut 

didapat dari kepemilikan saham Wajib Pajak pada beberapa perusahaan, 

diantaranya PT ABC, PT A, PT B dan PT C. Koreksi positif tersebut terdapat 

pada Tabel2.3 diantaranya adalah : 

Tabel2.3 

Koreksi Positif Harta Tuan Ahmad 

a. Harta yang bel urn dilaporkan 

berupa saham pada: 

a.1. PT ABC Rp 3.800.000.000 

a.2. PT A Rp 420.000.000 

a.3. PT B Rp 225.000.000 

a.4. PT C Rp 1.800.000.000 

Jumlah Rp 5.045.000.000 

b. Hasil perbandingan harta 

tahun 2009 dengan tahun Rp 1.386.000.000 

2010 

Jumlah Koreksi Positif Rp 6.431.000.000 

Somber: Data Internal Tuan Ahmad 

Koreksi Verifikator sejurnlah Rp1.386.000.000 didasarkan pada perbandingan 

data yang ada pada SPT PPh Orang Pribadi Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008, 

2009, dan 2012 dimana diketahui terdapat penambahan saham pada beberapa 

perusahaan yang barn dilaporkan pada tahun 2012 sebagai berikut: 

Pemilikan saham pada PT D 

Pemilikan saham pada PT E 

Pemilikan saham pada PT F 

Jumlah 

Rp 612.000.000 

Rp 54.000.000 

Rp 720.000.000 

Rp 1.386.000.000 
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4. Surat Pengajuan Keberatan 

Tuan Ahmad beranggapan bahwa : 

(a) Seluruh kepemilikan saham pada PT ABC, PT A, PT B dan PT C 

diperoleh dari pinjaman hutang kepada PT ABC dan bukan merupakan 

tambahan penghasilan Wajib Pajak. 

(b) Dalam kepemilikan saham, Wajib Pajak melaporkan saham pada PT D, 

PT E dan PT F dalam pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 

2012. Seharusnya Wajib Pajak melakukan pembetulan pula atas SPT 

Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009, namun sebelum pembetulan 

dilakukan telah dilaksanakan verifikasi oleh KPP Pratama Surabaya 

Sawahan. 

5. Keputusan Direktur lenderal Pajak Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 

Nomor : KEP-000031KEBIWPJ.l1l2016 

Tanggal : 05 Februari 2016 

Keterangan 

(a) Menolak keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor S-

138611WP1.1112015 tanggal21 Desember 2015 

(b) Mempertahankanjumlah pajak yang kurang bayar dalam Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan nomor 003/205/09/614114 tahun 

pajak 2009 tanggal 03 Desember 2014 

6. Surat Permohonan Banding 

Nomor : S-15921IWPJ.1112016 

Tanggal : 02 Mei 2016 

Keterangan 

(a) Tuan Ahmad tidak menyetujui alasan penolakan penalaah keberatan yang 

tidak mengakui atas harta berupa kepemilikan saham sebesar Rp 

6.431.000.000 pada PT ABC, PT A, PT B, PT C, PT D, PT E dan PT F 

berasal dari pinjaman hutang antara Wajib Pajak dengan PT ABC. 

(b) Tuan Ahmad tidak menyetujui jika ada koreksi positif atas objek Pajak 

Penghasilan menurut tim VerifIkator sebesar Rp 6.965.126.392. Koreksi 
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positif tersebut dianggap tim Verifikator sebagai penghasilan lain-lain 

yang diperoleh Wajib Pajak. 

(c) Tuan Ahmad Juga tidak 

003/205/09/614/14 Tanggal 

menyetujui atas SKPKB Nomor 

03 Desember 2014 sebesar Rp 

2.855.364.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan. 

B. Sidang Banding Kedua : 22 Desember 2016 

Dalam sidang banding kedua Wajib Pajak menjelaskan bahwa perjanjian 

hutang piutang antara Wajib Pajak dengan PT ABC telah diselesaikan 

dengan pembayaran dividen. Hal ini dibuktikan dengan PT ABC yang 

telah dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2012 dengan salah satu 

ketetapan berupa SKPKB PPh Final Pasal 4 (2) nomor 

00010/240/12/651115 tanggal29 Desember 2015 dan disertai Bukti Potong 

PPh Final dari PT ABC kepada Tuan Ahmad. PT ABC telah menyetujui 

hasil pemeriksaan tersebut dan telah membayar seluruh utang pajak 

sebagaimana tercantum didalam ketetapan. Dengan demikian Tuan Ahmad 

telah mempertanggungjawabkan seluruh penghasilan yang menjadi sumber 

fmansial untuk memperoleh saharn sebagaimana yang ditagih dalarn 

SKPKB nomor 00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014. Dengan 

demikian, agar tidak terjadi dua kali pengenaan pajak atas objek yang 

sarna, maka seluruh temuan yang tertuang di dalam SKPKB nomor 

00003/205/09/614/14 tang gal 03 Desember 2014, dibatalkan. 

c. Sidang Banding Ketiga : 16 Januari 2017 

Dasar dilakukannya verifikasi oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan 

adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor PP-74 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan. Namun, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung nomor 73 

PIHUM/2013 disebutkan bahwa ketentuan didalam PP-74 Tahun 2011 

mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan tindakan verifikasi 

yang tertuang didalam pasal 1 angka 4 telah dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. Dengan demikian SKPKB yang ditetapkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak telah melarnpaui kewenangan Pemerintah sehingga 
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dianggap tidak ada atau batal demi hukum. Sehingga pada sidang banding 

ketiga ini perhitungan PPh Tahun Pajak 2009 seharusnya dalam Tabel 2.4 

sebagai berikut : 

Uraian 

Penghasilan Neto 

Kompensasi Kerugian 

Penghasilan Kena Pajak 

PPh Terutang 

Kredit Pajak 

Jumlah PPh yang kurang 

bayar 

Sanksi Administrasi Bunga 

Pasal 13(2) KUP 

Jumlah PPh yang masih 

harus dibayar 

Tabel2.4 

Sidang Banding Ketiga 

Semula Ditambahl 

(Dikurangi) 

6.965.126.392 (6.965.126.392) 

0 0 

6.947.966.392 (6.947.966.392) 

2.029.389.800 (2.029.389.800) 

100.089.800 (100.089.800) 

1.929.300.000 (1.929.300.000) 

925.054.000 (925.054.000) 

2.855.364.000 (2.855.364.000) 

Sumber : Data Internal Tuan Ahmad 

Menjadi 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bukti pendukung Tuan Ahmad dalam sidang banding kedua dan ketiga 

adalah: 

1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-

00003lKEBIWPJ.l1l2016 tanggal 05 Februari 2016. 

2) SKPKB PPh Tahun Pajak 2009 No. 0003/205/09/614/14 tanggal 

03 Desember 2014. 

3) Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Dividen. 

-----------.'------ -.- .. - --- .. ~--------
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D. Putusan Banding 

Atas beberapa proses sidang yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak, 

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan dalam putusan banding 

nomor bahwa permohonan banding Wajib Pajak tersebut dikabulkan 

seluruhnya sebesar Rp 6.965.126.392. 

2.4 Kendala-kendala dalam pembahasan 

Pada pembahasan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, kasus tersebut 

memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh Tuan Ahmad dalam sengketa 

perpajakannya dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kendala-kendala ini terjadi sejak 

awal dari kepemilikan saham sampai proses banding selesai. Berikut merupakan 

beberapa kendala yang dihadapi oleh Tuan Ahmad: 

(1) Kepemilikan saham oleh Tuan Ahmad pada PT ABC dan beberapa anak 

perusahaannya didapat dati pinjaman hutang piutang yang dilakukan Tuan 

Ahmad dengan PT ABC. Atas harta berupa saham tersebut dianggap oleh 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai objek pajak penghasilan dan harus 

dilaporkan di SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan Ahmad. Tetapi 

pada SPT Tahunan Tuan Ahmad tahun pajak 2009, Tuan Ahmad tidak 

melaporkan harta berupa saham tersebut. Karena menurut Tuan Ahmad 

kepemilikan saham terse but tidak termasuk objek pajak penghasilan. 

(2) Tuan Ahmad melakukan pembetulan pada SPT Tahunan tahun pajak 2009 

dengan melaporkan harta berupa saham tetapi pada saat melakukan 

pembetulan, SPT tersebut ditolak oleh KPP Pratama Surabaya 

Sawahankarena telah dilakukan proses verifikasi. 

(3) Atas dilakukannya proses verifikasi tersebut, KPP Pratama Surabaya 

menerbitkan SKPKB pada Tuan Ahmad. Dengan adanya SKPKB tersebut 

Tuan Ahmad mengajukan keberatan. Tetapi pada saat proses keberatan 

dilakukan Tuan Ahmad tidak dapat membuktikan dengan alasan yang jelas 

sehingga keberatan tersebut ditolak. Karena Tuan Ahmad merasa tidak puas 

dengan putusan keberatan maka Tuan Ahmad mengajukan proses banding ke 

pengadilan pajak. 

I . 

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Tugas akhir Upaya banding atas.... Nabila N



30 

2.5 Solusi-solusi atas kendala yang terjadi 

Dari beberapa kendala yang terjadi dalam sengketa perpajakan yang dialami 

oleh Tuan Ahmad, terdapat beberapa solusi yang bisa dilakukan Tuan Ahmad 

agar sengketa perpajakan tidak dialami kembali. Berikut merupakan solusi-solusi 

yang bisa dilakukan Tuan Ahmad: 

(1) Pada saat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi seharusnya 

Tuan Ahmad melaporkan penghasilan, daftar harta, kewajibanlhutang 

maupun semua hal yang dilakukan Tuan Ahmad dalam 1 (satu) tahun pajak 

yang berkaitan dengan aspek perpajakan dalam pelaporan SPT Tahunan. 

Sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan 

Direktorat Jenderal Pajak. 

(2) Apabila melakukan pembetulan SPT yang kurang benar seharusnya Tuan 

Ahmad tidak menunda untuk melakukan pembetulan sehingga pembetulan 

dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum proses verifikasi 

maupun pemeriksaan dilakukan. 

(3) Jika telah terjadi proses keberatan seharusnya Tuan Ahmad mengumpulkan 

bukti-bukti yang dapat menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak yang telah 

diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak tersebut kurang benar sehingga proses 

keberatan dapat diterima seluruhnya dan tidak berlanjut ke proses banding. 

Sehingga Tuan Ahmad dapat menghemat biaya dalam membayar sanksi 

administrasi atas proses keberatan ataupun banding terse but. 

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Tugas akhir Upaya banding atas.... Nabila N



3.1 Simpulan 

BAB3 

PENUTUP 

Dari uraian hasil pembahasan Laporan Tugas Akhir tersebut maka dapat 

diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, mulai dari proses 

kepemilikan saham Wajib Pajak sampai putusan banding telah ditetapkan, 

Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

Peraturan Perpajakan yang berlaku. 

2. Tim VerifIkator tidak dapat percaya dengan beberapa pernyataan Wajib 

Pajak, tetapi Wajib Pajak dapat membuktikan dengan beberapa bukti yang 

telah dimiliki. Atas beberapa bukti tersebut tim Verifikator mengakui bahwa 

Wajib Pajak terbukti tidak bersalah dan tidak menyalahi aturan yang ada. 

3. Pengadilan Pajak menetapkan bahwa sengketa banding tersebut dimenangkan 

oleh Wajib Pajak. Karena selama proses sidang banding berlangsung Wajib 

Pajak dapat membuktikan secara jelas atas seluruh koreksi terse but bukan 

termasuk objek Pajak Penghasilan. 

3.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang akan 

diberikan untuk Wajib Pajak adalah sebagai berikut : 

1. Pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebaiknya Wajib Pajak 

meneliti terlebih dahulu atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang akan 

disampaikan dan menyampaikan keadaan yang sebenarnya tetjadi sehingga 

bi:m, diminimaiiBaBi mdakukan pcmbctulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 

tersebut. 

2. Pada saat Wajib Pajak melakukan pembelian berupa harta dan mempunyai 

kewajibanlhutang yang masih harus dibayar sebaiknya atas harta dan 
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kewajiban/hutang tersebut dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 

sebingga tidak terjadi sengketa perpajakan. 

3. Wajib Pajak harus lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas pekerjaan 

yang khususnya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perpajakan. 

4. Setiap kegiatan atau transaksi yang dilakukan Wajib Pajak sebaiknya Wajib 

Pajak mempersiapkan dan menyimpan bukti-bukti untuk mengantisipasi 

bilamana terjadi pemeriksaanlverifikasi di kemudian hari. 
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LAMPIRAN! 

PERJANlIAN HUTANG PIUTANG 

Pada han inl, hari jumat, tanggal 31 Desember 2010, !Caml yang bertanda tangan 
dlbawah Inl : 

Nana 
A1amat 
No.KTP 
Jabatan 
DaIam hal Inl bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur yang mewakili 
dlreksi dart dengan demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas _ 
_ •• berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut sebagal PIHAK 
PERl'AMA. 

Nama 
AIamat 
No.KTP 
Jabatan : Komisaris dan Pemegang Saham ••••• 
DaIam hal in; bertindak at.as nama sendlrt, selanJutnya dlsebut sebagai PIHAK 
KEDUA. 

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal~a1 sebagai berikut : 

1. Bahwa pacta tanggal 31 Desember 2010, PlHAK KEDUA teIah mengajukan 
pinjaman sebesar Rp 7.500.000.000,- (Tujuh Millar Uma RabJs Juta 
Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA. 

2. Bahwa atas pengajuan pinjaman PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA telah 
menyetujul untuk meminjamkan uang sebesar Rp 7.500.000.000,- (Tujuh 
Millar Uma Ratus Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA. 

3. Bahwa atas plnjaman inl PIHAK PERTAMA tidak mengenakan bunga 
pinjaman kepada PIHAK KEDUA. 

4. Mengenal hal-hal yang belum dituangkan dalam perjanjlan inl, akan dlatur 
kemudlan dengan addendum yang dlsepakati oIeh para plhak. 

Oemikian surat petjanjlan Inl dlbuat, agar dapat digunakan sebagalmana 
mestlnya. 

Pihak Pertama Pihak Kedua 
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LAMPIRAN2 

KEMENTtIUAH KEUAHGAH _UK_ISlA 
DlII!ICTU./il '--_ 

ICAHT'OIl PnAY_'AlAI( PltATAMA SUltAllAYA SAWAHAN 

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG SAYAR 
PAJAK PfNGHASILAN 

N_ : 000031205/09/614/ 14 TanggalPonerlliUn 

Tihun Pajolt : lIlO9 Tanggal JaI\Jh Tempo 

I . T_ diotukon ..,;Iileo~ ....... 1csonHn l<ewljlban Polok PonghasiIan: 

H ..... W.jibP.jaII :-NPWP 

II. Oori _Ii ttrKbut di _ . jumloh yang rna ... !latus dibayot ""loll sebagaI beriIcut: 

1. PongNsiian NeIlo 

2. PtnQIIOSIIin I(ena Pajak 

3. PI'tII<nI!Ong 

4. PengembIIIan PI'tI P .... 24 yang _ cIiporhItungkon '""'"' IoIu 
5. _ PI'tI Ttrutong 

6. KttdIt Polot : 
a. PI'tI~ __ 

AI> 0 

b. 0Ip0t0ng / dIpungut oIoh pihoIt loin: 

b.l . PI'tI P .... 21 AI> 45.460.000 

b.2. Pl'tlp .... n AI> 0 
b.3. Pl'tlPUII2l AI> 0 
b.4. Pl'tlPUII 24 AI> 0 

b.5. ~1oIn Rp 0 

b.6. _ (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) AI> 45.460.000 

<. Oibayaf sendirI: 

<.1. PI'tI """In AI> 0 

c.2. Pl'tlPasal2S AI> 4.8n.000 

c.3. PI'tI Posal 29 AI> 49.757.800 

<.4. STP (poIcoIt IoKlIng boyar) Rp 0 
c.5. FilltalLuar Hegert AI> 0 

c.6. Lan loin Rp 0 

c.,. J'-""ah c.l + c.2 + c.3 ... c.4 + c.S + c.6) AI> 54.629.800 

d. 0Ip0m/nIngItIn : 

d.1. SKPPI<P AI> 0 

o. JumIah Pajallvang dapot _ (. + b.6 + c.7 · d.l) 

7. PojaII yang IidaIc/IWr>ng boyot (5 • 6.0) 8. __ : 

• • 8ungo _ 13 (2) K\JP AI> 926.064.000 

b. KenaiQn PUll 13 (3) ICUP AI> 0 

c. 8ungo PUll 13 (5) K\JP Rp 0 

d. KenaiQn PUll 13A K\JP AI> 0 
0. K __ I7C(5)1CUP AI> 0 

f. KONiUn _170 (5) ICUP AI> 0 

O. Jumllhwt*si~ (. + b+ c + d + e ... f) 

9. J.....w. P9II yang masih haNs dibayot (7 + 8.0) 

: 03 Dos<rnbor 2014 

: 02J ...... 2015 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

AI> 

AI> 
AI> 

AI> 
Rp 

T'-ng: OUA MILYAR _ AN RATUS UMA PUlUlt UMA JllTA nGA RATUS (NAN PUlUlt (M'AT IWIU ItUl'lAH 

10. _turongboyotvangdiseNJuI __ son_Ir HilSiI_ AI> I 0 1 

r'-ng: NOl ItUl'lAH 

6.965.126.392 

6.947.966.392 

2.029.389.800 

0 

2.029.389.800 

100.089.800 

1.929.300.000 

926.064.000 

2.855.364.000 

Bay_ )umIoh ~ 1«C3t1lUm pada angU 10 -.. tonggaI jatW tempo pornboyaron. ApabiIa _bo~ -. diIconal __ berupa bungo _ 
2'Mo (dul pefSen) per bulan. 

Apabb ..,.,.,.. dengon _ walrtv _juan kebenltan wajlb bdoI< mengajullan ~ maleo )umIoh sebogaIrnano dimlksud pada angU 9 .kIn dOg;h dengon Surot 
Paksa 

f .4.1.U 
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LAJlfPIRAN $KPKB 

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR 
PAJAK PENGHASILAN 

Homo< 

Tohun PljaII 

TJtI9!PII~an 

ODOOl/205/091614/14 

lOO9 

030..._2014 

02 JI<OJIri 2015 

H ..... W.jiI> .. jaII : -HPWI' 

NO. UIWAH 

I 
Ptoghaoiloo __ "'-'n I.IsaN/Bn.OD 

2 ....g. _ Ptnjualan 

3 ~8nJto_ L.abo _ (1-1) 

4 _"'lPenghasdan _ .... Iby. Usaha 

5 Ptngh ...... ntto dIIam -" (3-4) 
6 Ptnghasllan noto _ -" 1aIMy>: 

. ~daIi"'_ 
I>. ~ jISI/ poI«<jaan_ 
~~cItnQan~n 
I.akHoIn 
JurnlIh (. + b ... c ... d) 

7 FasiIhs penaNMlft modal btrupa __ ptnQhI ..... ntto 

S ,,"-Ian_ 
• • PtnyosuaIan __ 

b. ............ ... FitI<aI HeoatiI 
Ie. _(. - b) 

9 Ptng/ll<olannttoluar-" 
10 JutnlIh penohasllan neto (5 ... 6.e - 7 ... 8.c ... 9) 
II ~ __ "-nyang _I' w.; b 

12 ~1CtfuOIan 
13 PtnghMiIan r_ KeN "jail (PTlCP) 

14 ~_pojaI<(I0 - 1I - 12 - 13) 

15 PPh Te_ (tlnlx 14) 

16 PtftoemI>olian PPh _ 2. VIIIQ telah dipe<MungI<an tahon I>ItJ 
17 _ PPh T ...... "'l (15 + 16) 

IS I<t<CIitPojall : 
fa. PPh ditJnggI6Ig pement\CJII 
b. Dopotong / ~ _ ....... 10<1: 

b.1. PPh ..... 21 
b.2. PPh ..... ll 
b.3. PPh ..... 13 
b.4. PPh""'24 
b.5. loon-lain 
b.6. J~ (b.t + b.2 ... b.l .. b.1 ... b.S) 
DibayJr_: 

~1. PPh ..... ll 

c.2. PPh ..... lS 

~3. PPh ..... 29 

~4. STP (".... "'-ano bayar) 
<.5. 

F'_ Luar Htgeri 

<.6. lMnlain 
(.1. Jurntih (.1'" ( .2'" c.l .. c.4'" c.5 ... c.6) 

d. ~n: 

d. l . SKPf'I(P 

~. JumIah "jallVIIIQ dapIt _ (I + b.6 + <.7 - d. l) 

19 Pajak '/lOll tIcIaIc/IUn"'l diboyar (IH8.e) 
20 sanksl_si : .. a..roga ..... 13 (2) ICUP 

b. 
K __ 13(3)1(IJP 

f a..roga ..... 13(5) ICUP 
d. KONbn ..... IlA I(IJP 

e. KonIoUn ..... 17C (5) I(IJP 

t. lCe_n P .... 170 (5) I(IJP 

. JUl't'Ahsanksiadrninistrast{a+b+c+d+e+O 
21 Jumiah PPh .. no rnasih har\Is __ 19.20.0) 

'.4.LU 

lUMUIH RUPIAH MfHURVT 

WAlIB PAlAI< ASIQJS 

289.368.000 289.368.000 
1n.6lO.8OO 173.620.800 

115.747.200 115.747.200 
0 0 

115.747.200 115.747.200 

99.379.192 99.379.192 
0 0 

319.000.000 319.000.000 
0 6.431 .000.000 

418.379.192 6.849.379.192 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

534.126.392 6.965.126.392 
0 0 
0 0 

17. 160.000 17.160.000 
516.966.392 6.'147.966.392 
100.OB9.8oo 2.029.389.800 

0 0 
100.089.800 2.029.389.800 

0 0 

45.460.000 45.460.000 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

45.460.000 45.460.000 

0 0 
4.Bn.000 4.Sn.000 

49.757.800 49.757.800 

0 0 
0 0 
0 0 

54.629.800 54.629.800 

0 0 
100.089.800 100.089.800 

0 1.929.300.000 

926.064.000 
0 
0 
0 
0 
0 

926.064.000 

0 2.855.364.000 

PEM8AHASAN 
AKHIR 

(OISfT\JJUI) 

0 
0 

0 
0 
0 

-0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 t. -
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-
LAMPlRAN3 

t, 1770 
~ 

SPT TAHUNAN PPII WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 

--
NPWP 

NAMA WAJ!8 PAJAK 

AI P£NOtCASa..AN : 
• £WbIJSAHMlEUU .... N8EBASYNfG~ 
~"TNJNORtMPEHGtfl~ PENQHARNf NETO 

• QHtII .... TU.TNJ~~f(£JIl.M 

• YNIG~""RfiiW.CWWlTNJII9tSlf"ATF1tW.. 

JENIS lJSAHM'EI(ERJMN BEBAS 

NO. TELEPONIFAKS'"'LI 

PERUBAHAN o..TA 

, . PENGHASlAH NETO ~ NEGERl OM! IJSAIiA OAHIATAU PEKERJMN 8EBAS 
1DiII_~'m . I """""'~""'A.-w'-* 1770 · I HiIIIIIIINfI 2 """'''''''''''' !1 

2. P£HGI.IASI.AN NIETO DAI.AM NEGEFb $EHl.&.JHGAN OENGAN PBCERJMH 
1Dhi..,...;.tM ............... ,... ... ,..,...,rn ..... ,......, tnM.2 ... , .. ,..~ 

I. ~t:Ml..AMJrEOERII.AlNH'f'A 
(DW ... ,-*,no .. ........ ,.-.w. .... c ....... 31 

4. P£HGW.St.AH frETe lUAR NEGERt 
~ ....................... ...., ....... _~T ...... , ........ ~ 

S. ..II.M.AH~tETOft.l.a . .. ' 

... n 
11. PENGHASI..AH I<EHA PAJN( (t -101 

12. PPt! TERUTAHQ {TARF PASP\l. 17 W PAl X AHGKA , , , 

11. PPtI YANG OISAYM Sf!NDR 

d . Fl9(AllUAA NEGERt 

1 • • JUMlAHKREtlTPAJAK~} 

""1J 

-, 

0 

• 
• s= 

0 
~ 
li1 
" 
12 .. 
14 

115.747.200 

319.000.000 

99.379.192 

534.126.392 

534.126.392 

534.126.392 

17.160.000 

516._ .392 

100.089.800 

l 00.089.eOO 

45A60.000 

un.ooo 

4.8n.000 

~.757.8OO 

-

21. ANGSl.ItAN PPfI PASAl. 25 T ......... PIUo\K EllERlKUTtNA CIHTLNG SE9ESAR 2t 815.700 
0IHIT\.Nl AFA04..~AH '--'--------"-=-=; 

··DV12X .aM.AH~AHGICA.1I 

-~~~:~~~==-='-'----~~~~==~=:.::=~ 
~ ~""'PI"ll Ill)lN""~-.el"""-_fllSlH~" 

L 1.-I.::==-"':'.!:':\.fIlIWI .... .-."ItM.Qa\Jofl\ao 

l _. _, _. __ .... _ .. _._. __ , 

~..;.-....r.' , ~. ';' ... ' .~ ... , .-..,:.,' ':;;' . 
..,...-4 .......................................................... , .. ,..;_~ ..... 

l 
J 

....................... _ .................... .-............... ...... 
IXl-PAMK n- T-.:1Tl - iOTJl - 1 21 0 I~ 

....... L.IIIICJt(Nt : :rl -- -
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-, LAMPIRAN-I ~~ I~O~ • I--
PEJIGHI1UIGM
-----fIEI«ltIASI..A----NETO--IlALAM--NEGERl--DAII--USAHA---I ~ ~!J" f1TZ"Lc1!J 
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 

1770 -I 
DlWATAU PElCERJAAllIIEIIAS BAG! WA.III PAJAK YANG :li. TIl • TIl 

--- "0- 0-

PENOItASII.M NETO IIALAM HEGER! DARI USAHA DlWATAU PEI<ERJAAN IlEUS 
(IIAGI WAJII PAJAK YANG IE~ ~IIAII) 

_/lAPORNIICEUNIGNI : DIlWJCfT OPNAKUHTAN : [] G]T1IW< OIN.JOIT 

__ ANPU8UK : I-I I I I I I I I I III III I I I I .....1-1-1..1-1..1--,--,--, 
__ AN PIal( : I -l J [J.n rl_TI 0 LI~J r rn 
_KAHTORAKUHTANNU< : I -I I I I I I I I I ITIlTI I I I / ...... 1---.,[---.,1--,--,---, 
_KANTORAKUHTANNU< : OJ 1 __ Ill LIT I 0 I I I I ITT I 
_K0t6A.TANPIWM : I-I I I I I~ _D llLlLITTJ:IIJ I I III 
_KClNSU.TANPIWM : IT] !~ [II 1 0 U]J Ll.n 
_IWITORKONSU.TANPI.WC : I -I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I 
_KAHTORKONSULTANP/IWM : rn [llJ I I I I 0 Ill] ITO 

t. PENGHAsI.AN DAN USAHA DlWATAU PElCERJAAllIIEIIAS IIEAOASMKAN 
I..APOfIAH ~ KOMEftSW.. : 
.. I'EREl:WWj USAHA 

b. _ POI«lK PEHJlIALN< 

c. ~8RUTOUSAHA('. - 'b) 

d . !!IAYA USAHA 

• • ~NETO(,.- ,eI) 

2. PENYESUAIAN FISKAl. POSIT1F 
.. !!IAYA YANG ~llARKAH l.WlU< KEPENT1NGAN PRIIWI W_ PIWM ATNJ 

ORANG YNIO WN.Mt.a TAHCJOtJNCJNreoIA 
b. __ ICESEHATAN, ASUlAHSlKECELN<ANI, __ ,,-AStJRANS1 
~ 1WI_IlEASISWAVNI/G !lIIAVARa£HW __ 

Co PENGGANnAN ATNJ _ SEHU8UHGAH OENGNI PEI<EIIJMN ATNJ JASA YANG 
~_IW.AM IlENTUk ""TURA ATNJ ICE_TAN 

d . JlM...AH 'fNfG MEl.e:8HI<EWA..I.ItIRAN YNI!G DeAYNaCAN K£PADI\ N1NC Y/iHG IiIElIF'l.NYAi 
HUl!UNGNiIST1IoIEWA SEHIJIIUNGNI CENGNI PEICERJMN YANG llILAK\JKAH 

f. PIWM PENGHASI.AN 

II- GAJI YANG DlllAYARKANICEPADII P£MUI( I ORANG YNI/G NENJADI TNIGGtNlANNYA 

h. -. AIlW<ISTRASI 

i. SEUSIH PENYUSUT_~T1SASI KOMERSIAI. DlATAS PENYUSUT_ ~TISASI 
FISIW.. 

j . IllAYAUNT\JI(NENOAPATKAN._IWI~PENGHASl.ANVNl/G1*ENAKNI 
_F1NAI.IWI ~ YANG T1lW< ~OIIJEJ(_ 

It. PEH'I£SUAIAN _ POSIT1f' U\lNN'rA 

3. PEM'ESUAIAN FISKAl. NEGAl1F: 
.. PEHGHASIIAN YANG ~_F __ IWI PENGHASl.ANYANG T1DI\I(~ 

08JEl( PIWM TETN'! ""-* DItUM P£REIlNINI USAHA 

b. SEJ.ISIH PENYUSUTAN I M«lR'T1SASI K'--'11 SAWN< PENYUSUTAN M«lR'T1SASI 
FlSKAI.. 

Co PEN'/ESUAINI F1S1(AL NEGAW lAINNYA 

d. JlM.AH (l ... d . 30) 

•• ~_A(1e+21-iId) 

-
'b 

2a 

1-= 
at 

P- - ~ ----= = 
2< 

-

1:1 

~ 
W 
12k I 
EL 
~=========-~==~~--

~L 
-

R 
1 .. 1 

'" . -(or LL ______________________________________ ==~===========_=. ==.~ __ ~_ . ~ 
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-
1770 -I 

~- I 

SPT TAHUNAN PPtt WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 
~ II'ENGttMLM JIIITO DMAIII Jl8GatYNIG ....oG'NrIIIMNt 

• NORIM PIJIOHfT1JNGAIf ~ NnO 

·~..roDMAlltll!l'iolltl~~~ 

.~o.tr.&..ArrM~~ ... 

_ B: PaIOHASIU\N IIETO __ OM! USAHA ~ATAU PEKERJAAN IIE8AS 
(BAOIWAJlBP1WN<V ___ AN ___ 1IET01 

NO. JENISUSAHA 
PE~USAHA NORMA 

(Rupioh) 1'1 

'" 111 PI ... 
t 1a.GANG 

- ---
2 I'NOOSm, 

l iJASA -- -
4 

-.. 12] 0 I O~J ~~ -

~ fOlIIOEl ~· liT2 l!l!J i .. "" .. IN 

t-ILJ_ 0-

LLLITI 

PENGHASUN NETO 
(Rupiohl 

Itt 

- - --

tt5.10.-

-

. - --- - -- ._--
s iUSAHA """",VA 

JIM.AH_. -.- .-

_ C : ~ IIETOOALAM NEOElU SEHUllUNGANDENGM PEKEIUAAN 

(T1ON< TERMASUK _ V/tIIIJ OIKENAKAIIPI'h _FAT FINALI 

NO. 

'" PI '" 

JIaNI_C 

_D: P£_IIETOOALAMIIIE_'--"A 
(1IDN< TERMASUK _ V/tIIIJ DlKEllAKAllPI'h BERSlFAT FINALI 

NO. JENIS PENGtWiUN 

,., 
'" 

t 8UNGA 

t-
2 ROYALl l 

r---
l SFNA 

4 PENGIWlGMN [WI_ 
- - - - -

s KEUNTtIIGAN OARI PEIIJUAIN< IPENGAlIHAH HARTA 

- -----~--- - -
• ~lAN LAIMoIYA 

""""'_D I-

115.1.7.210 

... ... - .. " .. -

JI.Ifo<I.AH PENGW.SII.AN NETO 
(RAIpIoh) 

PI 

- -- -_._- -
- - - -

-
... .Jlalt:2 

i .. .""1a 
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• 

i 1770 - II SPT TAHUNAN PPh Wu::;;;.:"AK ORANG PRIBADI ~ C!IT [J[ [ ~ 
.. t--IW'T--M-I'EIIOTOIIIONI----,-..cIIJT---AII-J'Pt�-QlBt-_--!.JUN-,-J'Pt�---f! l ol=:iL 01 iI oA 1'12 10 19 : 

VAllGDlllAVAR IOPOTONOOILUARIEOEN[)jUIPPhOlTANOGUNQ ~ • 1M • 1M 

PElElllNTAH 0 __ D~-

NPWP 

NAMA WAJIB PAJAK ] 

BAGWII,.: ON'TAR PEIIOTONGAH I ~AN PPh OLEH _!.JUN, PPh VNfG DlllAVNI I 0IP0T0fG 01 LUAR _ [)jUI PPh 
OITANOGUNQ PElElllNTAH 

NO 

"' 
1 

2 

• 

• 
-
• 

• 

1 

-

• 

• 

,. 

11 

.. 
,. 

.. 
11 .... 

NAMA - BlJKTl PeMOTONGAN I 
JENIS PI.lAK !'Ph PASAL 

.AJMVoH PPh YIo>II3 DlPOTONG 1 

PEIIOlONGIPEIIUNGUT PElotOl"ONGof'EMUNGlIT PENUNGUTAN DIPUNGtJT 
PI.lAK PI.lAK 

21/22f23/200i2Mm' ") (11_) 
NOIoIOR TANGGAl 

'" '" .. , 101 til m 

01 1510112010 21 45.460.000 -

----

.. 1-' 

-_. -- - - - --- ----

- - - - --

.-- --

- .- - -----

- --- -

- - --

.. - --

JlM.AHBAGWII,. I J8A 45.460.000 

0) DTP . PPh Dranggung_ 

K-.. (6) diooi ____ benk\A 21 /22 /231 2.12fi/ DTP (Cof1Ioh ...... 21, 22, 23, 24. 26, DTl') 
JiIco.-pot_PlflkPPhPolal24, ...... ,..-yongdooll __ yang_-----.' _ 
_ buIcu poi-", terUngl.ornPran "Bogoon A _Induk SPT ......... ) 

-"'D-D-~I 
- ...-.I 
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~~~v I~" I ::i 1770 _III 
I c .-.----.--,-, 1--~~=_=~'~.::Lo-::fW::":":V:-::1WO=-::DII<ENAI<AN==~::":":P=:IUN<~::-:F __ :::':":"'::_:::::::T':'AU::-::_==.::T:-I i I'J±I .] .. fiL ~ 

• _ V/IWl11Do\K'!ERIIASI-'<08JEI( _ C .. TN .. TN 

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 

• PE_ISlER! Y/IWl DIKEMAI<AN PAJAK SECARA TERPISAH .... [!]- D~u"" 
1'UtHA1\IUII : _ SEIElLMIIfM)dI~"""~~ .............. CffM / DllCl'nCDBG/IINlWT .. l'IT".. • IlIttT~·I.·OIlMI 0 11OT" ..... ....,.vIIGSUUIU 

I=WY8P~ 
BAOIAHA : PE_ YANG _ PAJAK FINAl DANlIITAU IlERSlFIIT FINAl 

NO 

(" 

8L.INGA OEPOSiTO. TA8lJNGAN (W\j OSKOHTO S81. SlRAT ~ 
1. "':GAAA 

BlJNG,I\IOSKONTOOBlJGASl YN¥JOI..APOAtCAN ~A 
t . [) euRSO EFEK 

7. PENOAl~twtATASTANAHo-.HtATAU~ 

8ANGlJtWIf YIH3 OITERMi' CWAW RANQI(A 8ANI3lJNAN ~- -
.. SERAH 

.. seNAATAS TNW-t OANIATH..I BANGl,.N,AN 

... OMEN 

'15. PENGHASIl.AN 1S1Rt Q.tIRI SATU PEMBERl K£Rj,A, 

~ LHH YAHO 0IKEfrrW<AH PAJAK Ff\W. 
.... OI4HIATNJeeRSI"AT ........ 

BAOIAHB: 

DI\SAR PENGENMH 
P~BRVTO 

. - . 

NO SUMBER I JENS PENGHASIlAN 

• 
1. ~/SUM8ONGAN/HIBAH 

2- WAR1SAN 

- -.. BoOGWI ~ ANGGOT. PERSEROON K~R TDAK ATAS SAHAM. PERSEKUTUAN . 
_~._,,0ft03I 

- - --
o. KLAIM_ KESEHATAN. KEcaAI<MN. _ .. ~BEASlSWA 

.. BEASlSWA ().fOM HEGER! 

.. PENGHI\SllAN lAIN YANG 111)1\1( TERMASUK OBJEK PA.W< 

"" 

~_B 1-
BAOIAHC : _ISTER! YANG _PlUAK SECARA T£RPISNt 

Tl I LLI--; 

PPhTERUTANG 
(R ..... l 

(01 

PENGHOSUIN BRVTO 
(RupIoII) 

(>1 

- --

-- --- -

-

POIGHASI.»I NETO ISTER! Y/IIIG IJII(OW(AN _ SECARA TERASAH _, I 
~----------------------~------~~ 
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3 1770 _ IV SPT TAHUNAN PPh:;;:;~ ORANG PRIBADI ~ I -2 I 0 I 0 19 ] 
~ I--.-:HAR==T"'A-:P"'_=-:_==T"'AHUN=..,...------------f ~ 1 0 I' I:II!J .·-1 1]2'0 -: 9 J 
~~~,..,:. • KEW~ANGPADAAtOMTAHUN ~ TN .. 1M 

• DAFTAR SUSUNAN ANQOOTA KEI...lJAROA ... (!JNOItIM D~ 

BAGlANA; I\ARTAPAOAAKHlRTAHUN 

NO. JENISIWITA TAitUN PEROt£HAN 

PI 

,. 
2002 

2M! 

IIAGIAH B; KEWAJIllANlUTANG PAllA AKHIR TAHUN 

HARGA PEROlEHAN 
(R ...... ) 

10' 

300._ .000 

.5._._ 
. ..... 5._ .00._._ _._.000 

• • _ .OOO.OOO 

NO. NAMA PEIMIERI PtNJAMAN ~TPEM8ER'Pt~N 
TAHUN 

PEM'NJAMAH . , '" PI ... 

~_I' 
MAlANG :zooe 

- -- - -
Z I MAlANG :zooe 
, 
• 
• - ---• -
7 

• 
• 
1. - - - - r---

~8AGIANB 1--
IIAGIAH C : DAl'TAA BU8UNAN ANGGOTA KElUARGA 

NO. NAMA ANGCOTA KELUARGA TANGCAL IAHIR HUBUNGAN KELUARGA 

~ I-- !II PI .. , 
1 ~ ISlR, 

r - - -• 
a 

I-

• -• 

k.ETERANGAN 

'" 

JUMlAH 
(R ...... ) 

'" lip 21.....ao 
- -

lip 21,000.000 

-

--- -

RD 2 .. 964 286 

PEKERJAAH 

... __ r_ 
-- -
'-'.' -
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HARGA PEROlEHAN 
IR ....... ) 

... 

100._ ._ 

7015.100._ 

141.100._ 

m .IOO.1OO 

... 

---- - -+----- ----
10._ .Il10 

1.310._ ._ 

210._ .100 12._._ 
317._ ._ 

1-------+--- - - - - - - --. - ---_.141._ 
212._.100 

140._ .100 

821._ . _ 

_ .100._ 

Il10._ ._ 

10.100._ 

100._ ._ 

210._._ 

1.146._. _ 

_ .100._ 

410._._ 
100._.100 

... -.-._----+ ---- - _ .. 
1111._ ._ 

srO.II75._ 
------- -+-- - -- --;--

1.125._ ._ 

481 .... .-

" .102.100 
- +--
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""""" UO\IT 

HfP'tNII> PEMOTONG PoUlIK 

~PEMOR)HGP.IUN( 

~~ATNJ~~IJMT 

/I.. RN:UIN_DM~ ___ 2t __ : 

_MIllO: 

t. GU/PENSaUNATAUTHT/.I-fT 

2 T~PPh 

3 T1..NJANGAN LAINNYA.IJN«), lEMBI..,R. CW'Il5EBAGo'iNYA 

.. HONORARlJM [)lIN IIoIBAIAA lAIN SEe<lSHYA 

5. PREYI ASI.JWr6I YANG OI8AYNf. PEIIIERt tcm~ 

e. == c::" ~ fMTURA c:w.. KB*MATAH LANlYA YN¥3 OIICBW<AN 

7 JUMlAH(Ud8) 

a TANTIEtII. BOHUS. (lRAT..-II<ASI. JASA PRCOJICSl. ON/ NO 

9 ..IUWlAH ~ 9RlITO(7· 8) _ ... _: 
10 BaAY" JA9A TAN I SlAY" PENSIlJo,I AlAS PENGHAStt..AN PAOI' AHGJI(A 1 

11. 9&AYA .WiA.TAN I&lAYA PENSUf AlAS ~ PAOAANGKA 8 

~_PASAL21 : 

1. JlIIM..AH PEHGHASILAN NElO (8 • 13) 

'1. JUIIlAH I'ENGHOSUH NETO, .. /TI.I( P£NGHIT\.NWI ___ 2' (S£TNUlIOISEl_ 

" PENGHASIlAN TIlM ICENA AAJAK (PTICP) 

18 PENGHASk..ANKENAPAJAKSETAHUN/CMSET~ 116 . 11) 

20. PPtI PASAL 21 'tANG lE\.Ni OIPOTCI«i MASA SEBElI..IMNYA 

21 PPh PASAL. 21 TERUTAHG 

~ _--_---2'''''"'­-221> ____ -

23. ~ PPh PASA.l21 
Do. TANG IClJW«; OIPOTONG (2' · 22) 

Db '(AHa l.£BIH OFOTOHG (22. 2f) 

24 .lJMl..AH TER9EBUT ~ NOKA 23 TElNi 

D .. OtP01Q«; o.-.RI PEIII9AYARAN GAJI 

Db, ~OENGANPPhPASAl.21 BLlAN ITJ TNUI L'l.LIJ 

B. TIlNOA T_ 11M eN' PlERUSAHNlH 

0"""'CNJ- 0 ...... -
-

6.000.000 

8 .000.000 

319.000.000 

l 

J 
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LAMPIRAN4 

Nomor 
Lampiran 
Hal 

: 5-13861/WPJ.1l/2015 

: Pengajuan keberatan atas SKPKB Nomor 
00003/205/09/614/14tanggal 03Desember 2014 

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan 
Gedung Keuangan Negara II 
11. Dinoyo No. 111. Surabaya 60625 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NPWP 
Alamat 

Bertindak selaku: 

o Wajib Pajak 

D Pengurus 

D Kuasa 

Nama 

NPWP 
Alamat 

dari Wajib Pajak: 

Dengan ini mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak: 

lenis Surat 
Nomor dan Tanggal 
lenis Pajak 
Masa/Tahun Pajak 

Alasan keberatan : 

Sengketa: 

: Surat Ketetapan Pajak KurangBayar 
: 00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014 
: Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
: 2009 

Pemeriksa melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebagai berikut: 
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya menu rut WP/SPT Rp a 

Surabaya. 10 Februari 2015 

Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya menurut Verifikator Rp6.431.000.000 
Koreksl positif Rp 6.431.000.000 

Koreksi posit if tersebut terdiri dari: 
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a. Harta yang belum dilaporkan:...=.be",ru=p-=a-=s-=a",ha",m= p:..:a:..:d-=a.:..: -+--=---=-==-===-=-i--------j 
a.!. PT Rp3.800.000.000 
a.2. PT Rp420.000.000 
a.3. PT Rp22S.000.000 
a.4. PT Rpl.800.000.000 
Jumlah 

b. Hasil perbandingan harta tahun 2009 dengan tahun 
2010 
Jumlah Koreksi Positif 

Atas koreksi positif tersebut Wajib Pajak mengajukan keberatan. 

Dasar koreksi pemeriksa: 

RpS.04S.000.000 

Rpl .386.000.000 
Rp6.431.000.000 

a. Koreksi Verifikator atas keoemilikan saham Wajib Pajak pada 
••••••••••••• didasarkan atas hasil penelit ian pa a urar Pemberitahuan 
Tahunan PPh Badan perusahaan-perusahaan tersebut pada tahun 2009. 

b. Koreksi Verifikator sejumlah Rpl.386.000.000 didasarkan pada perbandingan data yang ada 
pada SPT PPh Orang Pribadi Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008, 2009, dan 2012 dimana 
diketahui terdapat penambahan saham pada beberapa perusahaan yang baru dilaporkan pada 
tahun 2012 sebagai berikut: 
1. Pemilikan saham pada 
2. Pemilikan saham pada 
3. Pemilikan saham pada 

Jumlah 

Rp 612.000.000 
Rp 54.000.000 
Rp 720.000.000 
Rp1.386.ooo.ooo 

Aiasan keberatan dan j umlah menurut Wajib Pajak 

a. Harta beruoa oemilikan saham oada -:::::::::~:-::::::-:.:~:-
~iperoleh melalui pi njaman dari Pada sa at 

pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2009 memang belum dilaporkan 
sehingga t idak terlihat adanya penambahan harta berupa pemilikan saham pada perusahaan­
perusahaan tersebut. Penambahan harta ini oleh Verifikator dianggap sumber penghasilan yang 
merupakan objek pajak penghasilan yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. 
Wajib Pajak telah menjelaskan bahwa sumber pendanaan pembelian saham-saham dimaksud 
berasal dari pinjaman dari Surat Perjanjian hutang piutang antara _ 
- dan Wajib Pajak teJah dfserahkan kepada tim Verifikator pada saat verifikasl 
dilaksanakan. Oengan demikian maka sumber pendanaan perolehan pemiikan sa ham-sa ham 
tersebut telah dapat dijelaskan dan seharusnya tidak memiliki dampak adanya penghasilan 
Wajib Pajak yang belum dilaporkan dan menjadi objek pengenaan pajak penghasilan. 
Untuk memperkuat adanya hutang piutang dimaksud berikut kami lampirkan laporan keuangan 
_ •••• _ l ang telah diaudit untuk tahun 2009. Sebagaimana terlihat di dalam laporan 
keuangan dimaksud terlihat bahwa hemiliki piutang kepada pemegang saham 
dengan posisi pada akhir tahun 2009 sej umlah Rp 7 5 00.000.000. 
Oengan demiklan dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan kuat bahwa Wajib Pajak tidak memiliki 
penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang belum dilaporkan pada tahun 2009. 
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Penghasilan Nelo ON loinnva 
a. Penghasilan dari luar usaha 99.379.192 0 
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas 0 0 
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan 319.000.000 0 
d. loin·lain 6.431.000.000 (6.431.000.000) 
Jumlah Penghasilan NelO 6.965.126.392 (6.431.000.000) 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 17.160.000 0 
Pengha.ilan Kena Pajak 6.947.966.392 (6.431.000.000) 

PPh Terulana 2.029.389.800 (1.929.300.000) 

Kredll Pajak: 
a. PPh Pasal 21 45.450.000 0 
b. PPh Pasal 25 4.872.000 0 
c. PPh Pasal 29 49.757.800 0 
d.Jumlah Pajak yg dapal dikredilkan 100.089.800 0 
Jumlah PPh vana kurana bavar 1.929.300.000 (1 .929.300.000) 
Sanksi AdminiS!ra.i Bunga PasaI13(2) KUP 925.054.000 (925.054.000) 

Jumlah PPh Vang masih harus dibavar 2.855.364.000 (2.855.364.000) 

Berdasarkan hal-hal tersebut dl atas maka: 

Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar 

Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar 

Jumlah pajak yang terutang yang disetujui menurut pembahasan 

Rp2 .8SS.364.000 

RpO 

akhir pemeriksaan sebesar 

Jumlah yang telah dilunasi sebesar RpO 

Tanggal 

Pada bank 

Dengan NTPP 

Lampiran' 

Rp 0 

99.379.192 
0 

319.000.000 
0 

534.126.392 
17.160.000 

516.966.392 
100.089.800 

45.450.000 
4.872.000 

49.757.800 
100.089.800 

0 
0 
0 

No Jenis Dokumen Set/lembar 
1. Copy SKPKB Nomor 00003/205/09/614/14 tanggal 03 1 

Desember 20142011 

2. Copy perjanjlan hutang piutang dengan I 1 

3. Copy laporan keuangan yang telah diaudit 1 

tahun 2009 

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 

WajibPajak 
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Kepada Yth. 
Ketua Pengadilan Pajak 
JI. Hayam Wuruk NO.7 
Jakarta 10120 

LAMPlRAN5 

Hal: Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-OOOO3IKEBIWPJ.1112016 
tanggal05 Februari 2016 

Dengan hormat, 

Merujuk Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana lelah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, dengan ini saya 
(selanjutnya disebut Pemohon Banding) : 

Nama 
NPWP 
Alamal 

mengajukan banding atas Kepulusan Di~en Pajak No. KEP-00003/KEBIWPJ.11/2016 langgal 05 
Februari 2016 tenlang Keberatan Wajib Pajak atas Sural Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak 
Penghasilan (SKPKB PPh Tahun Pajak 2009 Nomor : 00003/205/091614/14 tanggal 03 Desember 
2014) yang menyalakan menolak keberatan Pemohon Banding menjadi Rp 2.855.364.000. 

Adapun Kepulusan Keberatan tersebut Pemohon Banding terima pada langgal 09 Februari 2016. 

Selain itu sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan pengajuan banding, Pemohon Banding 
mengajukan permohonan tempat bersidang supaya dapat dilakukan di luar tempat kedudukan 
Pengadilan Pajak, yaitu di Surabaya. 

Berikut Pemohon Banding uraikan mengenai Pokok Sengketa, Alasan Pemohon Banding dan 
Perhitungan Pajak Menurul Pemohon Banding. serta Dokumen-Dokumen Pendukung. 

A. Maten Sengketa 

Berdasarkan Kepulusan Di~en Pajak No. KEP-00003/KEBIWPJ.11/2016 lang gal 05 Februari 2016, 
Terbanding menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas PPh Tahun 
Pajak 2009 Nomor: 00003/205/091614/14 tanggal 03 Desember 2014 dengan perindan sebagai 
berikul (Rupiah): 

Uraian Semula Ditambahl Menjadi 

a. Pe hasilan Net 
l!>lkurangi) 

to 6.965.126.392 0 6.965.126.392 
b. Kompensasi Kerug ian 

--
0 0 .- - 0-

c. Pe hasilan Ken a Palak 6.947.966.392 0 6.947.966.392 
d. Pajak Penghasilan (PP~ teruta~ 2.029.389.800 - 0 2.029.389.800 -
e. Kredit Pajak 
f. PPh Kua I Lebih 
g. Sa!!ksi Administr 
h. JufTliah PPh yang 

100.089.800 0 100.089.800 
1) Ba~ar 1.929.3OO.00?_ 0 1.929.300.000 
asi 926.064.000 0 926.064~ 

maslh haruS/(Lebih) dibayar 2:855.364.000 ~'- 2.855.364.000 

Terbanding mempertahankan koreksi objek PPh sebesar Rp 6.965.126.392 karena Terbanding 
menganggap bahwa Pemohon Banding lIdak melaporkan seluruh penghasilan di dalam SPT 
Tahunan Orang Pribadi. 
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B. Alasan Banding Pemohon Banding 

Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi objek PPh sebesar Rp 6.965.126.392 dengan 
alasan-alasan. fakta-fakta dan bukti-bukti sebagai berikut: 

1. SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2012 atas nama Pemohon Banding telah dilakukan 
pembetulan dimana salah satu pembetulan tersebut adalah pencantuman pemilikan saham 
atas ~engan total 
nilai Rp1 .386.000.000. Pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2009 
memang belum dilaporkan sehingga tidak terlihat adanya penambahan harta berupa pemilikan 
saham pada perusahaan-perusahaan tersebut. Pemohon Banding sebenarnya akan melakukan 
pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan pemohon banding telah menyerahkan 
pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009. akan tetapi ditolak dan tidak 
disetujui oleh AR (aeaunt representative). walaupun telah diberi penjelasan dan bukti alasan 
pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2009. sehingga pada akhirnya 
dilaksanakan verifikasi oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan sehingaa pembetulan tidak dapat 
dilakukan lagi. Perlu diketahui. harta berupa pemilikan saham pada 
______________ yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh 

Orang Pribadl tahun pajak 2009 ;:Un",.",,,,., m",I"I,,; pinjaman dari Surat 
Perjanjian hutang piutang antara dan Pemohon Banding telah diserahkan 
kepada tim Verifikator pada saat verifikasi dilaksanakan. Dengan demikian. sumber pendanaan 
perolehan pemilikan sa ham-sa ham tersebut telah dapat dijelaskan dan seharusnya tidak 
memiliki dampak adanya penghasilan Pemohon Banding yang belum dilaporkan dan menjadi 
objek pengenaan pajak penghasilan . 

2. Perjanjian hutang piutang antara I 'an Pemohon R'lnrtinn tAI"h rtiselesaikan 
dengan pembayaran dividen. Hal ini dapat dibuktikan dengan yang telah 
dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2012 dengan salah satu ketetapan berupa SKPKB 
PPh Final PasaI4(2) nomor 00010/240/12/651115 tanggal29 Desember 2015 dan disertai Bukti 
Potong PPh Final dari kepada pemohon bandino. Ketetaoan tersebut 
berkenaan dengan temuan erupa pinjaman yang diberikan oleh kepada 
Pemohon Banding yang dianggap sebagai pembayaran dividen. bukan pinjaman. _ 
Bahagia telah menyetujui hasil pemeriksaan tersebut dan telah membayar seluruh utang pajak 
sebagaimana tercantum di dalam ketetapan. Dengan demikian Pemohon Banding telah 
mempertanggungjawabkan seluruh penghasilan yang menjadi sumber finansial untuk 
memperoleh saham sebagaimana yang ditagih dalam SKPKB nomor 00003/205/09/614/14 

tanggal 03 Desember 2014. Dengan demikian. agar tidak te~adi dua kali pengenaan pajak atas 
objek yang sama. maka mohon seluruh temuan yang tertuang di dalam SKPKB nomor 
00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014. dibatalkan. 

3. SKPKB nomor 00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014 untuk PPh tahun 2009 
diterbitkan atas dasar kegiatan verifikasi yang dilakukan KPP Pratama Sawahan sesuai dengan 
surat nomor S-11428IWPJ.11/KP.0609/2014 tanggal13 November 2014. Dasar dilakukannya 
verifikasi adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor PP-74 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan 
nomor 1461PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi. dan Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak nomor SE-481PJ/2012 tentang Kebijakan Pelaksanaan Verifikasi. Namun. berdasarkan 
Keputusan Mahkamah Agung nomor 73 P/HUM/2013 yang ditetapkan tanggal 30 Juni 2014 
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disebulkan bahwa kelenluan di dalam PP-74 Tahun 2011 mengenai kewenangan pemerinlah 
unluk melakukan tindakan verifikasi yang lertuang di dalam pasal-pasal: 

Pasal1 angka 4 dan 5 jo Pasal13 ayal (1) dan ayat (2): 
Pasal14 ayat (1) dan ayal (3) ; 
Pasal15; Pasal18 ayal (1) Huruf a ; 
Pasal19 ; Pasal20 ayal (1) dan ayal (2): 
Pasal 21 ; Pasal30 ayal (2) huruf c; 
Pasal35 ayat (1) huruf d; 
Pasal 38 ayat (2) dan ayal (3) ; 
Pasal48 ayal (3), ayal(4) ,ayat (7), ayal (8), ayal (9) dan ayat (10), 
Telah dicabul dan dinyalakan lidak berlaku. 

Dengan demikian SKPKB nomor 000031205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014 dilelapkan 
dengan melampaui kewenangan pemerinlah, dalam hal ini Direkloral Jenderal Pajak sehingga 
seharusnya dianggap lidak ada alau batal demi hukum. 

4. Berdasarkan uraian di alas, dapat disimpulkan bahwa tidak lerdapal fakla dan bukli-bukli yang 
valid yang menyalakan bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan seluruh penghasilan di 
dalam SPT Tahunan Orang Pribadi. . Oleh karena ilu, Pemohon Banding mohon kepada Majelis 
Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memulus perkara ini unluk mengabulkan 
permohonan Banding kami dengan membalalkan seluruh koreksi Terbanding alas objek PPh 
Tahun Pajak 2009 sebesar Rp 6.965.126.392. 

C. Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding 

Berdasarkan alasan-alasan lersebul di alas. perhitungan PPh Tahun Pajak 2009 seharusnya 
adalah sebagai berikut: 

Uraian Semula 

a. Penghasilan Nello 6.965.126.392 
b. Korn nsasi Ke ian 0 
c. Penghasilan Kena Pajak 6.947.966.392 
d. P 'ak Penqhasilan lPP",h '-"le"'ru=la==-___ -t 2.029. 389.:;:. 800~f--"~~~~ 
e. Kredll Pajak _ --100.089.800 
f. PPh Ku 1 Lebihl Bayar -+---'.1 ~.929:;:: .300.000 
g. Sanksi Adrninistrasi 926.064.000 
h. Jurnlah PPh yang rnasih harusitLebih) dibayar 2.855.364.000 

Menjadi 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Demikian permohonan banding ini saya sampaikan. alas perhaliannya kami ucapkan lerima kasih. 

Hormal kami, 

~ } /e-
/.'~ 

Pemohon Banding 
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Lampiran: 

1. Kepulusan Direklur Jenderal Pajak No. KEP-00003/KEBIWPJ.11/2016 langgal 05 Februari 
2016. 

2. SKPKB PPh Tahun Pajak 2009 No. 00003/205/09/614/14 langgal 03 Desember 2014. 
3. Bukli Pemolongan PPh Final Pasal4 Ayal (2) alas Dividen. 
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I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

LAMPIRAN6 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
Untuk Tahun Berakhir Pada 31 Desember 2009 
Oengan Angka Perbandin9an Untuk Tahun 2008 

(Dinyatakan Dalam Rupiah. Kecual i Dinyatakan Lain) 

4 Plutang Usaha 
Altun ini merupakan piutang usaha per 31 Oesember 2009 dan 2008 yang terdiri dari : 

Piutang Dagang 

Jumlah 

lihat lampiran 1 

5 Plutang Lain • Lain 

Altun inl terdi,; dari : 

Piutang Jasa 
Piutang Karyawan 
Piutang Pak _ 

Plutang Lain . 'GilIl 

Jumlah 

6 Persedlaan 
Akun ini terdiri dari : 

Persediaan Bahan Pembantu 
Persediaan Non Bahan Pembantu 
Persediaan Bahan Sedotan 
Persediaan Barang Jadi Air 

• Persediaan Galon Kosong 

Jumlah 

7 Pajak Dibayar Dlmuka 

2009 

51 .527.342.345 

51.527.342.345 

2009 

58.683.901 
18.672.200 

7.500.000.000 
7.949.346.933 

15.526.703.034 

2009 

47.777.845.642 
323.220.767 
39.479.360 

1.158.307.135 
29.147.234.811 

78.446.087.720 

9 

2008 

27.786.003.238 

27.786.003.238 

2008 

58.415.151 
19.852.700 

4.199.830.742 

4.278.098.593 

2008 

21 .270.813.762 

39.479.361 
1.306.054.325 

11.887.268.589 

40.503.616.037 

Altun ini merupakan pajak dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 sebagai berikut: 

Piutang Pajak PPN 

Jumlah 

8 Slaya Dibayar Dlmuka 

2009 2008 

1.478.589.075 236.771 .308 

1.478.589.075 236.771 .308 

Akun ini merupakan biaya dibayar dimuka pada tanggal 31 Oesember 2009 dan 2008 sebagai berikut: 

• Sewa Tanah dan Bangunan 
Uang Muka Pembelian 

Jurnlah 

2009 2008 

109.769.975 
1.050.282.903 

1.160.052.878 

121.370.375 

121.370.375 
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LAMPlRAN7 

PENGADILAN PAJAK 

Salinan Resmi 

Putusan Pengadilan Pajak 

No.Put --------

Diucapkan langglll : 22 Juni 2017 

Mengenai Banding dari : 

Nama 

NPWP/NOP 

Alama! 

terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor: KEP-OOOO3/KEBIWPJ.11 /20 16tanggal 05 Februari 2016 

lenllmg Keberatan Wajib Pajak alas Sural Ketelapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Dikirim Kepada 

Jakarta. 10 Juli 2017 

Pengadilan Pajak 

Wakil Panitera. 
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Mengadili 

Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap 
keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00003/KEB/WPJ.ll/2016 tanggal 
05 Februari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014, 
atas nama: , NPWP " beralamat di : _ 
I , sehingga perhitungan menjadi 
sebagai berikut: 

Penghasilan Neto ..........•....................... ...... .. ..... ................ ... Rp 6.965.126.392 
Kompensasi kerugian .. ........... .. ... ............ .............................. Rp 0 
Penghasilan Kena Pajak ........ ......................................... ... .... Rp 6.947.966.392 
Pajak Penghasilan (PPh) terutang .................... .... .............. ... Rp 2.029.389.800 
Kredit pajak ...... ......................................... .. .......................... Rp 100.089.800 
Jumlah PPh yang kurang dibayar ... .. ..................................... Rp 1.929.300.000 
Sanksi Administrasi Bunga .. .. ... .. .. .................. ................... .... Rp 925.054.000 
Jumlah PPh yang masih harus dibayar. ...... .................... .... .. Rp 2.855.364.000 

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan 
dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh 
Hakim Majelis IIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis IIiB dan 
Panitera Pengganti sebagai berikut: 

Dengan dibantu oleh: 

Sebagai Hakim Ketua, 
Sebagai Hakim Anggota, 
Sebagai Hakim Anggota,-

Sebagai Panitera Pengganti 

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada 
hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, 
Panitera Pengganti, Pemohon Banding, dan Terbanding. 

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA 

PANITERA PENGGANTI 
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